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:: KATA PENGANTAR ::

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas 

diterbitkannya Buku yang berjudul “Sistem Pemilu Proporsional 
Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945”. Buku ini ditulis 
oleh saudara Jamaluddin, yang merupakan lulusan Magister Ilmu 
Hukum Universitas Islam Riau (UIR) jurusan Hukum Tata Negara.

Buku “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca 
Amandemen UUD NRI 1945” ini membahas tentang Konsep 
Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilu, serta memberikan 
gambaran Bagaimana Penerapan Sistem Proporsional Terbuka 
Pasca Amandemen UUD NRI tahun 1945. Mengingat pembahasan 
dalam buku ini yang sangat komprehensif terkait penerapan sistem 
proporsional terbuka pasca amandemen UUD NRI 1945, maka 
sangat cocok untuk dijadikan bahan referensi dan diskusi bagi para 
pegiat kepemiluan, praktisi politik, dan hukum tata Negara.

Buku yang berada di tangan pembaca ini tersusun dengan 
segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga buku ini bermanfaat 
bagi pembaca, khususnya para pemerhati isu kepemiluan dan 
Hukum Tata Negara. Kepada penulis saya berpesan untuk teruslah 
belajar agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi di 
masa yang akan datang.

Akhirnya Saya mengucapkan selamat kepada penulis yang 
sudah mampu menerbitkan karya penelitian ilmiah nya ke dalam 
bentuk buku. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi 



-- vi --

amal ibadah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam 
proses penerbitan buku ini.

Pekanbaru,  Agustus 2021
Wassalamu’alaikum Wr, Wb

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UIR
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BAB I
PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat 
(democratie). Hal ini tertuang dalam batang tubuh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 
Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan 
itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Bahkan kekuasaan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat 
(Muhamad Saleh, 2019). Wujud dari pengejawantahan kedaulatan 
rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Sejak 
perubahan ketiga UUD 1945, pemilu di Indonesia tidak lagi sebatas 
memilih anggota DPR dan DPRD saja, tetapi juga untuk memilih 
anggota DPD, presiden, dan wakil presiden.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan 
atau perorangan calon wakil rakyat. Kelembagaan yang dimaksud 
itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang 
secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, 
seperti untuk kepentingan rekruitmen politik, komunikasi politik, 
dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan 
kegiatan pemilihan umum. Bahkan, dapat dikatakan  partai politik 
itu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi perwakilan 
yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum 
(Jimly Asshiddiqie, 2016). 



-- 139 --

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Bari Azed, “Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” Dalam 
Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran, 
Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2000

Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan 
UUD 1945, Fokus Media, Bandung, 2013

Afars Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1999

Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat : kajian Sejarah 
Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, 
Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta, 2007

A.James Reichley (Ed), Election American Style, The Brookings 
Institution, Washington DC, 1987

Ali Masykur Musa, Sistem Pemilu: Proporsional Setengah Hati, 
Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2003

Andrew Ellis, Memberikan Suara dari Luar Negeri, Internationall 
IDEA, Swedia, 2016

Andrew Reynolds Dkk, Desain Pemilu Buku Panduan Baru 
Internasional IDEA, Terjemahan Noor Cholis, Internasional 
IDEA, Swedia, 2005

Budi Juliardi, Pendidikan Kewarganegaraan,  PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2014

C.F. Strong, Modern Political Constitution, ELBS & Jackson Ltd, 
London, 1961



-- 140 --

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Daniel S. Lev, Islamic Court In Indonesia, University Of California 
Press, Berkeley 1972

Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 
1945, Liberty, Yogyakarta, 1993

Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, Demokrasi Pancasila di Era 	
Kemajemukan, Embrio, Banyumas, 2020

David Held, Models of Democracy, Terj. Abdul Haris , Akbar 
Tanjung Institute, Jakarta, 2006

Donald L. Horowitz, “Electoral Systems and Their Goals : A Primer 
for Decision-Makers”, Paper on James B. Duke Professor of 
Law and Political Science, 	 Duke University, Durham, North 
California, January 2003

Eka N.A.M. Sihombing, Politik Hukum, Enam Media, Binjai, 2020
Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 

Total Media, Yogyakarta, 2008
Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, 

Total Media, Yogyakarta, 2010
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, 

Jakarta, 2018
Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar 

Pemilu 2009, Alfabet, Bandung, 2011
Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama,  

Jakarta, 1999
Harun Husein, Pemilu Indonesia Fakta, Angka, Analisis, Dan Studi 

Banding, Perludem, Jakarta, 2014
Hans Kalsen, General Theory of Law and State, Russel & Russel, 

New York, 1973
Heri Herdianto dan Jumanta Hamdayana, Cerdas Kritis dan Aktif  	

Berwarganegara, Erlangga, Jakarta, 2010



-- 141 --

 -- Jamaluddin --

Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), 
Visimedia, Jakarta, 2009

Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, Gema Insani Pers, 
Jakarta, 1999

John Locke, Two Treatiest of Government, The Liberal Arts Press, 
Inc, Indianapolis, 1952

Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Khoirul Muslimin, Buku Ajar Komunikasi Politik, Unisnu Press, 
Yogyakarta, 2020

Lili Romli, Pemilu Era Reformasi Dan Konfigurasi Kekuatan Partai 
Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019

Lucky Sandra Amalia, Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, 
Jakarta, 2007

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata 
Negara Indonesia, C.V. Sinar Bakti, Jakarta, 1983

Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Muhamad Saleh, Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 
Pasca Amandemen, Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta, 2019

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Cet 2, PT 
Refika Aditama, Bandung, 2011

Ni’matul Huda , M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di 
Indonesia  Pasca Demokrasi, Kencana, Jakarta, 2017

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
2012



-- 142 --

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, 1997
Ramlan Surbakti, Dkk Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk 

Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partenrship For 
Governance Indonesia, Jakarta, 2008

Richard S Katz, Democracy and Elections, Oxford University Press, 
New York, 1997

Saldi Isra, Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-
Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
2019

Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar 
Filosofis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III,  
Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Soewoto, Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik 
Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik 
Pertanggungjawaban Kekuasaan), Disertasi: Universitas 
Airlangga, Surabaya, 1990

Syamsuddin Haris Dkk, Pemilu Nasional Serentak 2019, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2016

Teguh Prasetyo, Muhammad, Filsafat Pemilu Untuk Pemilu 
Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2020

Topo Santoso, Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia Kelembagaan, 
Pelaksanaan dan Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik  Dan Pemilu di Indonesia, 
Fokus Media, Bandung, 2018



-- 143 --

:: TENTANG PENULIS ::

Jamaluddin, penulis merupakan lulusan Magister 
Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) 
di Universitas Islam Riau (UIR). Saat ini penulis 
berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan 
Riau. Di samping bertugas sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), penulis juga aktif menulis isu-isu terkait kepemiluan 
baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. 

Buku yang pernah diterbitkan: 1) Kumpulan Opini; Integritas 
Penyelenggara, Daftar Pemilih dan Kampanye. 2) Netralitas ASN 
dan Hukum Pemilu.

Ada pun Jurnal yang pernah publikasi : 1). Aparatur Sipil 
Negara Dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas 
dan Hak Pilih; 2). Application of Open Proportional System in 
Post Amendment Legislative Elections Basic Law of The Republic of 
Indonesia Year 1945; 3). Voting Rights Position in Constitutional 
Review and Human Rights; 4). The Settlement of Election Disputes by 
Bawaslu Reviewed from the Indonesian Justice System.

Pengalaman penulis di bidang kepemiluan adalah pernah 
menjadi Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pelalawan 
tahun 2015.



-- 144 --


